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WALIKOTA MADIUN 
PROVINSI JAWA TIMUR  

SALINAN 
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN 

NOMOR    5   TAHUN 2015 
TENTANG 

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA MADIUN, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka berperan serta untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas 

manusia Indonesia seutuhnya, Pemerintah Kota Madiun 

mempunyai kewajiban membina dan mengembangkan 

pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, 

dan/atau  pelengkap  pendidikan  formal sehingga 

menghasilkan pendidikan yang berkualitas; 

  b.  bahwa pemberian izin pendirian Satuan Pendidikan 

Nonformal dalam rangka menjaga kualitas pendidikan;  

c. bahwa guna mewujudkan hal tersebut pada huruf a dan 

dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian 

Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 

tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, 

maka Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang 

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dipandang 

sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Pendirian 

Satuan Pendidikan Nonformal; 
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Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4586); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        

Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia         
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Tahun 1982  Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3244); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang 

Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3461) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 

Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga 

Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3974); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       

Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       

Nomor 5105); 

13. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang 

Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja; 

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 80      

Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi 

Pendidikan Non Formal; 
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15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 

Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan 

Nonformal; 

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 

Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD; 

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 

Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi 

Instruktur pada Kursus dan Pelatihan; 

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 98 

Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Penilik; 

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan         

Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD; 

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan         

Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD; 

21. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 3/D, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 3) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03    

Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Madiun Tahun 2013 Nomor 1/D); 

22. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2009 

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun 

Tahun 2009 Nomor 1/E); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN 

dan 

WALIKOTA MADIUN 
 

MEMUTUSKAN : 
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Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN 

PENDIDIKAN NONFORMAL. 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Madiun. 

2. Pemerintah Daerah  adalah Pemerintah Kota Madiun. 

3. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda 

dan Olah Raga Kota  Madiun. 

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, 

Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kota Madiun. 

5. Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal adalah proses 

atau cara mendirikan satuan pendidikan nonformal 

sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan. 

6. Pendidikan Nonformal, yang selanjutnya disingkat PNF, 

adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang 

dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 

7. Satuan Pendidikan Nonformal adalah kelompok layanan 

pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan 

nonformal. 

8. Lembaga Kursus dan Pelatihan, yang selanjutnya disebut 

LKP, adalah satuan pendidikan nonformal yang 

diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal 

pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap 

untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, 

bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

9. Kelompok Belajar adalah satuan pendidikan nonformal 

yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang 

saling membelajarkan dan berbagi pengalaman, 

keterampilan dan kemampuan dalam rangka 

meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya. 

10. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang selanjutnya 

disingkat PKBM, adalah satuan pendidikan nonformal 
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yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, 

oleh, dan untuk masyarakat. 

11. Majelis Taklim adalah satuan pendidikan nonformal yang 

menyelenggarakan pendidikan keagamaan bertujuan 

untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada 

Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta 

mewujudkan rahmat bagi alam semesta. 

12. Program Pendidikan Nonformal adalah layanan 

pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan 

masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, 

pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, 

pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan 

keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan 

kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang 

ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta 

didik. 

13. Program Pendidikan Kecakapan Hidup adalah program 

pendidikan nonformal yang memberikan kecakapan 

personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual dan 

kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri. 

14. Program Pendidikan Anak Usia Dini adalah program 

pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir 

sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui 

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani 

agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut. 

15. Program Pendidikan Kepemudaan adalah program 

pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk 

mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti 

organisasi pemuda, pendidikan 

kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, 

pelatihan, kepemimpinan, pecinta alam, serta 

kewirausahaan. 

16. Program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan adalah 

program pendidikan nonformal yang diselenggarakan 
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untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan 

praktis dalam upaya untuk mengangkat harkat dan 

martabat perempuan. 

17. Program Pendidikan Keaksaraan adalah program 

pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi 

masyarakat penyandang buta aksara untuk memberikan 

kemampuan mendengarkan, berbicara, menulis, dan 

berhitung agar dapat berkomunikasi melalui teks, lisan, 

dan tulis dalam bahasa Indonesia. 

18. Program Pendidikan Kesetaraan adalah program 

pendidikan nonformal yang menyelenggarakan 

pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan 

SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan 

paket C. 

19. Penilik adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, 

tanggung jawab dan kewenangan melakukan 

pengendalian mutu satuan pendidikan nonformal, terdiri 

dari Penilik Pendidikan Anak Usia Dini, Penilik 

Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan, dan Penilik 

Kursus. 

 

BAB II 
FUNGSI DAN TUJUAN 

Pasal 2 
 

(1) PNF berfungsi: 

a. sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap 

pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan; 

dan  

b. mengembangkan potensi peserta didik dengan 

penekanan pada penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap 

dan kepribadian profesional dalam rangka 

mendukung pendidikan sepanjang hayat.  

(2) Pendidikan nonformal bertujuan membentuk manusia 

yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, 

sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan 

jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk 
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bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

(3)  PNF diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan 

untuk masyarakat. 

 

BAB III 

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 3 

 

Satuan PNF dapat didirikan oleh: 

a.  orang perseorangan; 

b.  kelompok orang; dan/atau 

c.  badan hukum. 

 

Pasal 4 

 

(1) Penyelenggaraan PNF meliputi penyelenggaraan satuan 

pendidikan dan program PNF. 

(2) Penyelenggaraan satuan PNF sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi satuan pendidikan: 

a. LKP; 

b. Kelompok Belajar; 

c. PKBM; 

d. Majelis Taklim; 

e. satuan PNF sejenis. 

(3) Program PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a.  pendidikan kecakapan hidup; 

b.  pendidikan anak usia dini; 

c.  pendidikan kepemudaan; 

d.  pendidikan pemberdayaan perempuan; 

e. pendidikan keaksaraan; 

f.  pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan 
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g. pendidikan kesetaraan. 

 

 
Bagian Kedua 

Satuan Pendidikan Nonformal 

Paragraf 1 

Lembaga Kursus dan Lembaga Pelatihan 

Pasal 5 

 

(1) LKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)    

huruf a serta bentuk lain yang sejenis menyelenggarakan    

pendidikan bagi warga masyarakat untuk: 

a.  memperoleh keterampilan kecakapan hidup; 

b.  mengembangkan sikap dan kepribadian profesional; 

c.  mempersiapkan diri untuk bekerja; 

d.  meningkatkan kompetensi vokasional; 

e.  mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; 

dan/atau  

f. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. 

(2) LKP yang didirikan dapat menyelenggarakan program: 

a. pendidikan kecakapan hidup; 

b. pelatihan kepemudaan; 

c. pendidikan pemberdayaan perempuan; 

d. pendidikan keaksaraan; 

e. pendidikan keterampilan kerja; 

f. pendidikan kesetaraan; 

g. bimbingan belajar; 

h. Pengembangan budaya baca; dan 

i. PNF lain yang diperlukan masyarakat. 

(3) Lembaga pelatihan menyelenggarakan program pelatihan 

kerja dan pelatihan lain untuk meningkatkan kompetensi 

kerja bagi pencari kerja dan pekerja. 

(4) LKP yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional 

Pendidikan Nonformal dan/atau lembaga akreditasi lain 

dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada peserta 

didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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(5) LKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan 

sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang lulus uji 

kompetensi. 

(6) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan 

pembelajaran di LKP dapat mengikuti ujian kesetaraan 

hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(7) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus 

dalam ujian kesetaraan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang 

diikutinya. 

 

Paragraf 2 

Kelompok Belajar 

Pasal 6 

 

(1) Kelompok belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (2) huruf b dan bentuk lain yang sejenis dapat 

menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat 

untuk: 

a.  memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar; 

b.  memperoleh keterampilan kecakapan hidup; 

c.  mengembangkan sikap dan kepribadian profesional; 

d.  mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; 

dan/atau 

e.  melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. 

(2) Kelompok belajar yang didirikan dapat menyelenggarakan 

program: 

a.  pendidikan keaksaraan; 

b.  pendidikan kesetaraan; 

c.  pendidikan kecakapan hidup; 

d.  pendidikan pemberdayaan perempuan; 

e.  pengembangan budaya baca; dan/atau 

f. PNF lain yang diperlukan masyarakat. 

(3) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan 

pembelajaran di kelompok belajar dapat mengikuti ujian 
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kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan 

pembelajaran di kelompok belajar dan/atau lulus dalam 

ujian kesetaraan hasil belajar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) memperoleh ijazah sesuai dengan program 

yang diikutinya. 

 

Paragraf 3 

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 

Pasal 7 

 

(1) PKBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) 

huruf c dan bentuk lain yang sejenis dapat 

menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat 

untuk: 

a.  memperoleh pengetahuan dan keterampilan; 

b.  memperoleh keterampilan kecakapan hidup; 

c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional; 

d.  mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; 

dan/atau 

e.  melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. 

(2) PKBM yang didirikan dapat menyelenggarakan program: 

a.  pendidikan anak usia dini; 

b.  pendidikan keaksaraan; 

c.  pendidikan kesetaraan; 

d.  pendidikan pemberdayaan perempuan; 

e.  pendidikan kecakapan hidup; 

f.  pendidikan kepemudaan; 

g.  pendidikan keterampilan kerja; 

h. PNF lain yang diperlukan masyarakat. 

(3) PKBM yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional 

Pendidikan Nonformal dapat menyelenggarakan uji 

kompetensi kepada peserta didik sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) PKBM yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional 

Pendidikan Nonformal memberikan sertifikat kompetensi 
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kepada peserta didik yang lulus uji kompetensi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan 

pembelajaran di PKBM dapat mengikuti ujian untuk 

mendapatkan pengakuan kesetaraan hasil belajar dengan 

PNF sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. 

(6) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus 

dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan 

formal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperoleh 

ijazah sesuai dengan program yang diikutinya. 

 

Paragraf 4 
Majelis Taklim 

Pasal 8 
 

 (1)  Majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dapat 

menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat 

untuk: 

a.  memperoleh pengetahuan dan keterampilan; 

b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup; 

c.  mengembangkan sikap dan kepribadian profesional; 

d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; 

dan/atau 

e.  melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. 

(2) Majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat 

menyelenggarakan program: 

a.  pendidikan keagamaan Islam; 

b.  pendidikan anak usia dini; 

c.  pendidikan keaksaraan; 

d.  pendidikan kesetaraan; 

e.  pendidikan kecakapan hidup; 

f.  pendidikan pemberdayaan perempuan; 

g.  pendidikan kepemudaan; dan/atau 

h.  pendidikan nonformal lain yang diperlukan 

masyarakat. 

(3)  Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan 

pembelajaran di majelis taklim atau bentuk lain yang 

sejenis dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar 
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dengan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(4) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus 

dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan 

formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh 

ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.  

 

Paragraf 5 
Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis 

Pasal 9 
 

(1) Satuan PNF sejenis sebagaimana dimaksud dalam     

Pasal 4 ayat (2) huruf e terdiri atas: 

a.  rumah pintar; 

b.  balai belajar bersama; 

c.  lembaga bimbingan belajar; dan 

d.  bentuk lain yang berkembang di masyarakat dan 

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak 

Usia Dini, Nonformal dan Informal. 

(2) Rumah pintar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dapat menyelenggarakan program: 

a.  pendidikan anak usia dini; 

b.  pendidikan keaksaraan; 

c.  pendidikan kesetaraan; 

d.  pendidikan kecakapan hidup; 

e.  pendidikan pemberdayaan perempuan; 

f.  peningkatan minat baca, seni dan budaya; dan/atau 

g. PNF lain yang diperlukan masyarakat. 

(3) Balai belajar bersama sebagaimana dimaksud pada     

ayat (1) huruf b dapat menyelenggarakan program: 

a.  pendidikan kecakapan hidup; 

b.  pendidikan pemberdayaan perempuan; 

c.  pendidikan kepemudaan; 

d.  pendidikan seni dan budaya; dan/atau 

e. PNF lain yang diperlukan masyarakat. 

(4) Lembaga bimbingan belajar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c dapat menyelenggarakan program: 

a.  pendidikan kesetaraan; 
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b. pendidikan peningkatan kompetensi akademik; 

dan/atau 

c. PNF lain yang diperlukan masyarakat. 

Bagian Ketiga 

Program Pendidikan Nonformal 

Paragraf 1 

Pendidikan Kecakapan Hidup 

Pasal 10 

 

(1) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a merupakan program 

pendidikan yang mempersiapkan peserta didik PNF 

dengan kecakapan personal, kecakapan sosial, 

kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan 

intelektual, dan kecakapan vokasional yang diperlukan 

untuk bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di 

tengah masyarakat. 

(2)  Pendidikan kecakapan hidup bertujuan meningkatkan 

kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan 

estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual dan 

kecakapan vokasional untuk menyiapkan peserta didik 

agar mampu bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri 

di tengah masyarakat. 

(3)  Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara 

terintegrasi dengan program PNF lain atau tersendiri. 

(4) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan oleh 

lembaga PNF bekerja sama dengan lembaga pendidikan 

formal. 

(5)  Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara 

terintegrasi dengan program penempatan lulusan di 

dunia kerja, baik di dalam maupun di luar negeri. 

 

Paragraf 2 

Pendidikan Anak Usia Dini 

Pasal 11 
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(1)  Pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (3) huruf b merupakan program yang 

diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap 

pertumbuhan dan perkembangan anak. 

(2) Program pendidikan anak usia dini jalur PNF 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi 

menumbuhkembangkan dan membina seluruh potensi 

anak sejak lahir sampai dengan usia anak 6 (enam) 

tahun sehingga terbentuk prilaku dan kemampuan dasar 

sesuai dengan tahap perkembangannya dalam rangka 

kesiapan anak memasuki pendidikan lebih lanjut. 

(3) Program pendidikan anak usia dini jalur PNF 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memprioritaskan 

pelayanan pendidikan kepada anak sejak lahir sampai 

dengan usia 4 (empat) tahun. 

(4) Program pendidikan anak usia dini jalur PNF bertujuan: 

a.  membangun landasan bagi berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, 

kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis dan 

bertanggung jawab; dan 

b.  mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, 

intelektual, emosional, estetis, kinestetis, dan sosial 

peserta didik pada masa emas pertumbuhannya 

dalam lingkungan bermain yang edukatif dan 

menyenangkan. 

(5)  Program pendidikan anak usia dini jalur PNF dirancang 

dan diselenggarakan: 

a.  secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, dan mendorong kreativitas serta 

kemandirian; 

b.  sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan 

perkembangan mental anak serta kebutuhan dan 

kepentingan terbaik anak; 
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c.  dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan 

kemampuan tiap-tiap anak; dan 

d.  dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap 

kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial. 

(6) Pengembangan program pendidikan anak usia dini jalur 

PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan 

pada: 

a. prinsip bermain sambil belajar dan belajar seraya 

bermain; 

b.  memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan 

kemampuan masing-masing peserta didik; 

c.  memperhatikan latar belakang sosial, ekonomi, dan 

budaya peserta didik; dan 

d.  memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat 

setempat. 

(7)  Pengelompokan peserta didik untuk program pendidikan 

pada pendidikan anak usia dini jalur PNF disesuaikan 

dengan kebutuhan, usia, dan perkembangan anak. 

(8)  Penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini jalur 

PNF dapat diintegrasikan dengan program lain yang 

sudah berkembang di masyarakat sebagai upaya untuk 

memperluas pelayanan pendidikan anak usia dini kepada 

seluruh lapisan masyarakat. 

 

Paragraf 3 

Pendidikan Kepemudaan 

Pasal 12 

 

(1) Pendidikan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (3) huruf c merupakan pendidikan yang 

diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin 

bangsa. 

(2)  Program Pendidikan kepemudaan berfungsi 

mengembangkan potensi pemuda dengan penekanan 

pada: 
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a.  penguatan nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak 

mulia; 

b.  penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air; 

c.  penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan 

estetika; 

d.  peningkatan wawasan dan kemampuan di bidang 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau 

olahraga; 

e.  penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, 

keteladanan, dan kepeloporan; dan 

f. peningkatan keterampilan vokasional. 

(3)  Program pendidikan kepemudaan memberikan pelayanan 

pendidikan kepada warga masyarakat yang berusia 

antara 16 (enam belas) tahun sampai dengan                 

30 (tiga puluh) tahun. 

(4)  Pendidikan kepemudaan dapat berbentuk pelatihan dan 

bimbingan atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh: 

a.  organisasi keagamaan; 

b.  organisasi pemuda; 

c.  organisasi kepanduan/kepramukaan; 

d. organisasi palang merah; 

e.  organisasi pecinta alam dan lingkungan hidup; 

f.  organisasi kewirausahaan; 

g. organisasi masyarakat; 

h.  organisasi seni dan olahraga; dan 

i.  organisasi lain yang sejenis. 

 

Paragraf 4 

Pendidikan Pemberdayaan Perempuan 

Pasal 13 

 

(1)  Pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d merupakan 

pendidikan untuk meningkatkan harkat dan martabat 

perempuan. 
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(2)  Program pendidikan pemberdayaan perempuan berfungsi 

untuk meningkatan kesetaraan dan keadilan gender 

dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara melalui: 

a.  peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak 

mulia; 

b.  penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air; 

c.  penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan 

estetika; 

d.  peningkatan wawasan dan kemampuan dibidang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga; 

e.  penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, 

keteladanan, dan kepeloporan; dan 

f.  peningkatan keterampilan vokasional. 

(3)  Pendidikan pemberdayaan perempuan bertujuan: 

a.  meningkatkan kedudukan, harkat, dan martabat 

perempuan hingga setara dengan laki-laki; 

b.  meningkatkan akses dan partisipasi perempuan 

dalam pendidikan, pekerjaan, usaha, peran sosial, 

peran politik, dan bentuk amal lain dalam kehidupan; 

c.  mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi 

manusia yang melekat pada perempuan. 

 

Paragraf 5 

Pendidikan Keaksaraan 

Pasal 14 

 

(1)  Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (3) huruf e merupakan pendidikan bagi 

warga masyarakat yang buta aksara latin agar mereka 

dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa 

indonesia dan berpengetahuan dasar, yang memberikan 

peluang untuk aktualisasi potensi diri. 

(2)  Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan 

kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan 

berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia, serta 
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pengetahuan dasar kepada peserta didik yang dapat 

dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. 

(3)  Program pendidikan keaksaraan memberikan pelayanan 

pendidikan kepada warga masyarakat usia 15 (lima belas) 

tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, 

berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa 

Indonesia. 

(4)  Pendidikan keaksaraan meliputi pendidikan keaksaraan 

dasar, pendidikan keaksaraan lanjutan, dan pendidikan 

keaksaraan mandiri. 

(5)  Penjaminan mutu akhir pendidikan keaksaraan 

dilakukan melalui uji kompetensi keaksaraan. 

(6)  Peserta didik yang telah lulus uji kompetensi keaksaraan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberi surat 

keterangan melek aksara. 

(7) Pendidikan keaksaraan dapat dilaksanakan terintegrasi 

dengan pendidikan kecakapan hidup. 

 

Paragraf 6 

Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja 

Pasal 15 

 

(1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f 

ditujukan bagi peserta didik pencari kerja atau yang 

sudah bekerja. 

(2)  Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

untuk: 

a. meningkatkan motivasi dan etos kerja; 

b. mengembangkan kepribadian yang cocok dengan 

jenis pekerjaan peserta didik; 

c.  meningkatkan wawasan tentang aspek lingkungan 

yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan; 

d.  meningkatkan kemampuan keterampilan fungsional 

sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pekerjaan; 
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e.  meningkatkan kemampuan membangun jejaring 

pergaulan sesuai dengan tuntutan pekerjaan; dan 

f.  meningkatkan kemampuan lain sesuai dengan 

tuntutan pekerjaan. 

(3)  Kemampuan keterampilan fungsional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi keterampilan vokasional, 

keterampilan manajerial, keterampilan komunikasi, 

dan/atau keterampilan sosial. 

(4) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dapat 

dilaksanakan secara terintegrasi dengan: 

a. program pendidikan kecakapan hidup; 

b.  program pendidikan kesetaraan Paket B dan Paket C; 

c.  program pendidikan pemberdayaan perempuan; 

dan/atau 

d.  program pendidikan kepemudaan. 

 

Paragraf 7 

Pendidikan Kesetaraan 

Pasal 16 

 

(1) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (3) huruf g merupakan program PNF yang 

menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, 

SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakupi program    

Paket A, Paket B, dan Paket C serta pendidikan kejuruan 

setara SMK/MAK yang berbentuk Paket C Kejuruan. 

(2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan PNF 

pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. 

(3)  Peserta didik program Paket A adalah anggota 

masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar 

setara SD/MI melalui jalur PNF. 

(4)  Peserta didik program Paket B adalah anggota 

masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar 

setara SMP/MTs melalui jalur PNF. 

(5)  Program Paket B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

membekali peserta didik dengan keterampilan fungsional, 
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sikap dan kepribadian profesional yang memfasilitasi 

proses adaptasi dengan lingkungan kerja. 

(6)  Persyaratan mengikuti program Paket B adalah lulus 

SD/MI, program Paket A, atau yang sederajat. 

(7)  Peserta didik program Paket C adalah anggota 

masyarakat yang menempuh pendidikan menengah 

umum melalui jalur PNF. 

(8)  Peserta didik program Paket C Kejuruan adalah anggota 

masyarakat yang menempuh pendidikan menengah 

kejuruan melalui jalur PNF. 

(9)  Program Paket C sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

membekali peserta didik dengan kemampuan akademik 

dan keterampilan fungsional, serta sikap dan kepribadian 

profesional. 

(10) Program Paket C Kejuruan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (8) membekali peserta didik dengan kemampuan 

akademik, keterampilan fungsional, dan kecakapan 

kejuruan para profesi, serta sikap dan kepribadian 

profesional. 

(11) Persyaratan mengikuti program Paket C dan Paket C 

Kejuruan adalah lulus SMP/MTs, Paket B, atau yang 

sederajat. 

(12) Program pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan 

terintegrasi dengan: 

a.  program pendidikan kecakapan hidup; 

b.  program pendidikan pemberdayaan perempuan; 

dan/atau 

c. program pendidikan kepemudaan. 

 

Bagian Keempat 

Penyetaraan Hasil Pendidikan 

Pasal 17 

 

(1) Hasil PNF dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan 

formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi 

Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk 
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oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2)  Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

untuk Program Paket A, Program Paket B, Program    

Paket C, dan Program Paket C Kejuruan dilaksanakan 

oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. 

(3)  Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

untuk program kecakapan hidup dapat dilaksanakan 

untuk: 

a.  memperoleh pengakuan kesetaraan dengan 

kompetensi mata pelajaran vokasi pada jenjang 

pendidikan menengah; atau 

b.  memperoleh pengakuan kesetaraan dengan 

kompetensi mata kuliah vokasi pada jenjang 

pendidikan tinggi. 

(4) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf a dapat dilaksanakan oleh SMK atau MAK yang 

paling rendah berakreditasi B dari Badan Akreditasi 

Nasional Sekolah/Madrasah. 

(5) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf b dapat dilaksanakan oleh suatu perguruan tinggi 

melalui program studi vokasinya paling rendah 

berakreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional 

Perguruan Tinggi. 

(6)  Peserta didik yang lulus uji kesetaraan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diberikan sertifikat 

kompetensi. 

(7)  Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kesetaraan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan     

ayat (6) diatur dengan POS (Prosedur Operasional 

Standar) Badan Nasional Standarisasi Pendidikan. 

 

BAB  IV 
KETENTUAN PERIZINAN 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 18 
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(1) Setiap lembaga perseorangan, kelompok orang dan/atau 

badan hukum yang akan mendirikan Satuan PNF wajib 

memiliki izin. 

(2) Persyaratan izin pendirian Satuan PNF sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a.  persyaratan administratif; dan 

b.  persyaratan teknis. 
(3)  Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a, terdiri atas: 
a. permohonan izin pendirian; 
b. profil lembaga; 
c. dalam hal Pendiri adalah badan hukum, Pendiri 

melampirkan Surat Penetapan Badan Hukum dari 
Kementerian Hukum dan HAM; 

d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon; 
e. foto copy ijazah pemohon; 
f. daftar riwayat hidup pemohon; 
g. susunan pengurus dan rincian tugas; 
h. surat keterangan domisili dari Lurah; 
i. kurikulum pendidikan atau menu pembelajaran; 
j. peta lokasi sederhana; 
k. peraturan dan tata tertib; 
l. data pengajar; 
m. rekomendasi kelurahan; 
n. rekomendasi penilik dan Himpunan Penyelenggara 

Kursus Indonesia atau Himpunan Pendidik Anak Usia 
Dini; 

o. rekomendasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Cabang 
Dinas; 

p. keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan 
tempat pembelajaran minimal 3 (tiga) tahun. 

 (4)   Persyaratan teknis berupa dokumen Rencana 
Pengembangan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada 
Standar Nasional Pendidikan. 

 
Bagian Kedua 

Tata Cara Perizinan 
Pasal 19 
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(1) Pendiri mengajukan surat permohonan pendirian Satuan 
PNF dengan melampirkan persyaratan administrasi dan 
persyaratan teknis kepada Kepala Dinas. 

(2) Kepala Dinas melakukan verifikasi berkas persyaratan 
administrasi dan persyaratan teknis. 

(3) Kepala Dinas memberi persetujuan atau penolakan 
pendirian satuan PNF paling lama 30 (tiga puluh) hari 
kerja, sejak permohonan diterima. 

(4) Dalam hal Kepala Dinas dalam jangka waktu                  

30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

sejak diterima tidak memberikan persetujuan atau 

penolakan, maka permohonan dianggap lengkap dan 

disetujui. 

(5) Kepala Dinas menerbitkan izin pendirian Satuan PNF 

(6) Permohonan pendirian Satuan PNF ditolak apabila tidak 

memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 18. 

(7) Penolakan permohonan pendirian Satuan PNF harus 

disertai dengan alasan. 

 

Bagian Ketiga 
Nomor Induk Pendidikan Nonformal 

Pasal 20 
 

Satuan PNF yang telah mendapatkan Izin Pendirian wajib 

memiliki Nomor Induk Satuan PNF yang dikeluarkan oleh 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dinas 

Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga. 

 

Bagian Keempat 
Perpanjangan 

Pasal 21 
 

(1) Jangka waktu berlakunya Izin Pendirian adalah 3 (tiga) 

tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat 

diperpanjang. 

(2) Untuk keperluan pembinaan dan pengawasan, 

perpanjangan Izin dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan 

sebelum habis masa berlakunya. 

(3) Pengajuan permohonan Izin kepada Kepala Dinas. 
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(4) Dalam mengajukan perpanjangan izin dengan 

melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:  

a. mengisi blanko permohonan perpanjangan izin; 

b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon; 

c. izin lama; 

d. data pengajar; 

e. data siswa; 

f. susunan pengurus dan rincian tugas; 

g. Persyaratan teknis berupa dokumen Rencana 
Pengembangan Satuan Pendidikan dengan mengacu 
pada Standar Nasional Pendidikan. 

 
BAB V 

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 
Pasal 22 

 
(1)  Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap Satuan 

PNF. 
(2)  Pembinaan dilakukan dalam rangka peningkatan 

kapasitas kelembagaan. 
(3)  Pembinaan secara teknis dilakukan oleh Penilik. 

 
Pasal 23 

 
(1)  Kepala Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian 

terhadap Satuan PNF. 
(2)  Pengawasan dan pengendalian secara teknis dilakukan 

oleh Penilik. 
 

Pasal 24 
 
Pengawasan terhadap Lembaga Satuan PNF memperhatikan 
aspek-aspek  sebagai berikut: 
a. program dan isi pendidikan; 
b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan; 
c. sarana dan prasarana; 
d. pembiayaan; 
e. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan 
f. manajemen dan proses pendidikan. 
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BAB VI 
SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 25 
 

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, 
Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, 
Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 20 dan  
Pasal 21 dikenakan sanksi administratif berupa: 
a. teguran tertulis; 
b. penggabungan; 

c. pembekuan; dan/atau 

d. penutupan. 

(2) Setiap satuan PNF yang tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi 

teguran tertulis pertama. 

(3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah 

diberikan teguran tertulis pertama, satuan PNF tidak 

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam    

ayat (1) dikenai sanksi teguran tertulis kedua. 

(4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah 

diberikan teguran tertulis kedua, satuan PNF tidak 

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam    

ayat (1) dikenai sanksi teguran tertulis ketiga. 

(5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah 

diberikan teguran tertulis ketiga, satuan PNF tidak 

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam     

ayat (1) dikenai sanksi penggabungan PNF. 

(6) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja 

setelah diberikan sanksi penggabungan PNF, satuan PNF 

tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dikenai sanksi pembekuan PNF. 

(7) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja 

setelah diberikan sanksi pembekuan PNF, satuan PNF 

tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dikenai sanksi penutupan PNF. 

 

BAB VII 

PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL 
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Pasal 26 

 

(1)  Penutupan satuan PNF merupakan penghentian kegiatan 

atau penghapusan satuan PNF. 

(2)  Penutupan satuan PNF dilakukan apabila: 

a.  satuan PNF sudah tidak lagi memenuhi persyaratan 

pendirian satuan Pendidikan Nonformal; 

b.  satuan PNF sudah tidak menyelenggarakan program 

PNF 2 (dua) tahun berturut turut; 

(3) Penutupan satuan PNF dilakukan oleh Dinas. 

 
Pasal 27 

 
(1)  Penutupan satuan PNF dapat dilakukan berdasarkan 

hasil evaluasi oleh Penilik. 

(2)  Penutupan satuan PNF sebagaimana dimaksud pada   

ayat (1) diikuti dengan: 

a. penyaluran/pemindahan peserta didik kepada satuan 

PNF lain yang menyelenggarakan program, jenjang 

dan jenisnya sama; 

b. penyerahan dokumen penyelenggaraan pendidikan 

kepada Kepala Dinas; 

c. penyerahan aset milik satuan PNF yang 

diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh pendiri 

dan/atau penyelenggara satuan PNF tersebut. 

 

BAB VIII 
PENYIDIKAN 

Pasal 28 
 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan 

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai 

Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana 

dibidang pelanggaran Peraturan Daerah ini, sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan 

Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang 
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berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   

adalah: 

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti 

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak 

pidana dibidang Peraturan Daerah agar keterangan 

atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan 

mengenai orang pribadi atau Badan tentang 

kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 

dengan tindak pidana Peraturan Daerah; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 

pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana 

di bidang Peraturan Daerah; 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan 

dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak 

pidana di bidang Peraturan  Daerah; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan 

bukti pembukuan, pencatatan dan  dokumen-

dokumen lain, serta melakukan  penyitaan terhadap 

bahan bukti tersebut;   

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 

pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang 

Peraturan Daerah; 

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang 

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 

pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 

identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa 

sebagaimana dimaksud pada huruf e; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 

pidana Peraturan Daerah; 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 

diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; dan/atau 
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k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 

penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah 

menurut hukum yang dapat  dipertanggungjawabkan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memberitahukan dimulainya penyidikan dan 

menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut 

Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik 

Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 

Undang-Undang. 

 

BAB IX 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 29 

 

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan 

paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak            

Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).   

 

BAB X 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 30 

 

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Lembaga 

PNF dalam wilayah Daerah yang telah memiliki izin 

sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 

2011 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan 

Nonformal, wajib memperbarui izin paling lambat dalam 

jangka waktu 1 (s 

(2) atu) tahun. 

(3) Lembaga PNF dalam wilayah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) yang telah memiliki Izin yang 

dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebelum 

Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap 

berlaku dan wajib memperbaruinya sesuai Peraturan 

Daerah ini paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) 

tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini. 
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BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 31 

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan 

Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2011 tentang Izin 

Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal (Lembaran Daerah 

Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 4/E) dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

 
Pasal 32 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kota Madiun. 

 
Ditetapkan di  M A D I U N 
pada tanggal 15 Oktober 2015 

 
WALIKOTA MADIUN, 

 
ttd 

 
H. BAMBANG IRIANTO 

 
Diundangkan di  M A D I U N 
pada tanggal   3  Mei  2016 
 

SEKRETARIS DAERAH, 
 

ttd 
 

MAIDI 
 
LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2016 
NOMOR  3/D 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :      
339-5/2015 
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PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN 

NOMOR   5   TAHUN 2015 

TENTANG 

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL 

 

I.  UMUM 

  

Pendidikan Nasional berfungsi sebagai pemersatu bangsa, 

persamaan kesempatan, serta pengembangan potensi diri. Pendidikan 

diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa, memberi kesempatan 

yang sama bagi setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang 

dimiliki secara optimal. 

          

Pembangunan pendidikan harus mampu meningkatkan akses 

masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas sehingga dapat 

meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan, kualitas dan relevansi 

pendidikan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan 

pendidikan. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber 

daya manusia yang berpotensi, berdaya saing, mandiri serta mampu 

berpartisipasi dalam pembangunan. 

 

          Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah dalam pembentukan 

Peraturan Daerah yaitu mengenai masalah pendidikan. Sesuai Pasal 1 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 
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           Pemerintah Daerah memiliki tugas, fungsi dan kewajiban 

meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, baik formal maupun 

non formal. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (5) 

disebutkan bahwa “Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, 

Pemerintah Daerah atau masyarakat yang menyelenggarakan pada jalur 

pendidikan formal,” sedangkan ayat (6) “Satuan Pendidikan adalah 

kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada 

jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.” 

 

 Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan 

formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 

Pendidikan Nonformal paling banyak terdapat pada usia dini, serta 

pendidikan dasar, diantaranya adalah Taman Pendidikan Al Quran, Kejar 

Paket A, Paket B, Paket C, PKBM dan Sekolah Minggu, yang terdapat di 

semua Gereja, kursus Bahasa Inggris, Kursus Komputer, Kursus 

Akuntansi, Kursus Perhotelan, Kursus Musik, Bimbingan Belajar dan 

sebagainya. 

    

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

  Cukup jelas. 

Pasal 2 

  Cukup jelas. 

Pasal 3 

  Cukup jelas. 

Pasal 4 

 Cukup jelas. 

Pasal 5 

 Cukup jelas. 
Pasal 6 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

huruf a  

Cukup jelas. 
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huruf b  

Cukup jelas. 

huruf c 

Cukup jelas. 

huruf d   

Cukup jelas. 

huruf e   

Cukup jelas. 

huruf f  

yang dimaksud dengan PNF lain yang diperlukan 

masyarakat antara lain : Tempat Penitipan Anak, Taman 

Pendidikan Al Qur’an, Sekolah Minggu dan lain-lain. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

huruf a  

Cukup jelas. 

huruf b  

Cukup jelas. 

huruf c 

Cukup jelas. 

huruf d   

Cukup jelas. 

huruf e   

Cukup jelas. 

huruf f 

Cukup jelas. 

huruf g  

Cukup jelas. 

huruf h  

yang dimaksud dengan PNF lain yang diperlukan 

masyarakat antara lain : Tempat Penitipan Anak, Taman 

Pendidikan Al Qur’an, Sekolah Minggu dan lain-lain. 
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Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

huruf a  

Cukup jelas. 

huruf b  

Cukup jelas. 

huruf c 

Cukup jelas. 

huruf d   

Cukup jelas. 

huruf e   

Cukup jelas. 

huruf f 

Cukup jelas. 

huruf g  

Cukup jelas. 

huruf h  

yang dimaksud dengan PNF lain yang diperlukan 

masyarakat antara lain : Tempat Penitipan Anak, Taman 

Pendidikan Al Qur’an, Sekolah Minggu dan lain-lain. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
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Ayat (2) 

huruf a  

Cukup jelas. 

huruf b  

Cukup jelas. 

huruf c 

Cukup jelas. 

huruf d   

Cukup jelas. 

huruf e   

Cukup jelas. 

huruf f 

Cukup jelas. 

huruf g  

yang dimaksud dengan PNF lain yang diperlukan 

masyarakat antara lain : Tempat Penitipan Anak, Taman 

Pendidikan Al Qur’an, Sekolah Minggu dan lain-lain. 

Ayat (3) 

huruf a  

Cukup jelas. 

huruf b  

Cukup jelas. 

huruf c 

Cukup jelas. 

huruf d   

Cukup jelas. 

huruf e   

yang dimaksud dengan PNF lain yang diperlukan 

masyarakat antara lain : Tempat Penitipan Anak, Taman 

Pendidikan Al Qur’an, Sekolah Minggu dan lain-lain. 

Ayat (4) 

huruf a  

Cukup jelas. 

huruf b  

Cukup jelas. 

huruf c 

yang dimaksud dengan PNF lain yang diperlukan 

masyarakat antara lain : Tempat Penitipan Anak, Taman 

Pendidikan Al Qur’an, Sekolah Minggu dan lain-lain. 
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Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

  Cukup jelas. 

Pasal 12 

  Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

 Cukup jelas. 

Pasal 15 

  Cukup jelas.    

Pasal 16 

  Cukup jelas.   

Pasal 17 

  Cukup jelas. 

Pasal 18  

  Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

  Cukup jelas. 

Pasal 21 

  Cukup jelas. 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

 Cukup jelas. 

Pasal 24 

  Cukup jelas.    

Pasal 25 

  Cukup jelas.   

Pasal 26 

  Cukup jelas. 

Pasal 27  

  Cukup jelas. 

Pasal 28 

Cukup jelas. 
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Pasal 29 

  Cukup jelas. 

Pasal 30 

  Cukup jelas. 

Pasal 31 

Cukup jelas. 

Pasal 32 

 Cukup jelas. 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 33 
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